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BAB I

PENDAHULUAN

A.  
Latar Belakang Masalah

Tindak pidana narkotika telah menjadi salah satu permasalahan global yang mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan posisi strategis di jalur perdagangan internasional, Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika
. Permasalahan narkotika tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga melibatkan dimensi hukum, sosial, ekonomi, politik, dan keamanan yang saling berinteraksi membentuk ancaman multidimensional terhadap ketahanan bangsa.

Dalam era globalisasi dan revolusi digital saat ini, peran media massa dalam membentuk persepsi publik tentang berbagai isu sosial, termasuk tindak pidana narkotika, menjadi semakin signifikan dan strategis. Media massa, baik media tradisional maupun media digital, memiliki kekuatan untuk mempengaruhi opini publik, membentuk narasi sosial, dan bahkan mempengaruhi kebijakan penegakan hukum melalui tekanan publik yang diciptakannya
. Dalam konteks tindak pidana narkotika, khususnya terhadap pengedar narkotika, media seringkali menjadi saluran utama masyarakat untuk memperoleh informasi tentang kasus-kasus yang terjadi, proses peradilan, dan putusan pengadilan yang dijatuhkan.

Secara konstitusional, pemberantasan tindak pidana narkotika memiliki landasan yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28F UUD NRI 1945 menegaskan bahwa "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"
. Ketentuan ini memberikan landasan konstitusional bagi kebebasan pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi, termasuk informasi tentang proses peradilan pidana narkotika.

Namun, kebebasan pers tersebut juga dibatasi oleh Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis"
. Ketentuan ini mengindikasikan perlunya keseimbangan antara kebebasan pers dengan tanggung jawab sosial dalam pemberitaan.

Implementasi amanat konstitusional tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang memberikan landasan hukum bagi kebebasan pers di Indonesia. Pasal 3 undang-undang ini menyatakan bahwa "pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial"
. Dalam konteks pemberitaan tindak pidana narkotika, fungsi kontrol sosial media menjadi sangat penting dalam membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya narkotika dan mendukung upaya penegakan hukum.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan landasan hukum komprehensif dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. Pasal 4 undang-undang ini menyatakan bahwa "Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika"
.

Dalam dinamika pemberitaan media tentang tindak pidana narkotika, terdapat kecenderungan yang kompleks dalam pembentukan persepsi publik. Di satu sisi, media berperan penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang kasus-kasus narkotika, termasuk proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan. Di sisi lain, cara media membingkai (framing) suatu peristiwa dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap pelaku, korban, dan sistem peradilan itu sendiri
.

Teori Agenda Setting yang dikembangkan oleh McCombs dan Shaw menjelaskan bahwa media memiliki kemampuan untuk mempengaruhi apa yang dianggap penting oleh publik. Dalam konteks tindak pidana narkotika, media dapat mempengaruhi persepsi publik tentang tingkat ancaman narkotika, efektivitas penegakan hukum, dan keadilan putusan pengadilan
. Teori Framing yang dikembangkan oleh Entman menambahkan dimensi bagaimana media tidak hanya menentukan apa yang dipikirkan publik, tetapi juga bagaimana publik memikirkan suatu isu
.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap media secara fundamental. Media sosial dan platform digital telah menjadi sumber informasi utama bagi sebagian besar masyarakat, khususnya generasi muda. Dalam konteks pemberitaan tindak pidana narkotika, media sosial seringkali menjadi platform pertama yang menyebarkan informasi tentang penangkapan, proses peradilan, dan putusan pengadilan
.

Di wilayah Sumatera Utara, khususnya Kota Medan sebagai pusat ekonomi dan informasi regional, dinamika pemberitaan media tentang tindak pidana narkotika menunjukkan pola yang menarik untuk dikaji. Sebagai kota metropolitan dengan tingkat penetrasi media yang tinggi, Medan menjadi laboratorium yang ideal untuk mengamati bagaimana media membentuk persepsi publik tentang pengedar narkotika
.

Tabel 1. Perkembangan Pemberitaan Kasus Narkotika di 
Media Medan (2020-2024)
	Tahun
	Media Cetak
	Media Online
	Media Sosial
	Total Berita
	Fokus Pengedar (%)

	2020
	145
	387
	1.254
	1.786
	65,2%

	2021
	132
	445
	1.578
	2.155
	68,7%

	2022
	118
	512
	1.892
	2.522
	71,3%

	2023
	98
	578
	2.156
	2.832
	74,1%

	2024
	45
	289
	1.124
	1.458
	76,8%


Sumber: Diolah dari Monitoring Media Sumatera Utara, 2024

Berdasarkan data pada Tabel 1, terlihat tren yang signifikan dalam pemberitaan kasus narkotika di media Medan. Terjadi pergeseran dari media tradisional (cetak) ke media digital (online dan sosial media), dengan peningkatan fokus pemberitaan pada pengedar narkotika dari 65,2% pada tahun 2020 menjadi 76,8% pada tahun 2024. Data ini mengindikasikan bahwa media cenderung lebih fokus pada aspek penegakan hukum terhadap pengedar dibandingkan aspek pencegahan atau rehabilitasi.

Tabel 2. Analisis Framing Media terhadap Pengedar Narkotika 
di Medan (2023)
	Jenis Frame
	Media Cetak
	Media Online
	Media Sosial
	Total
	Persentase

	Criminal Frame
	78
	423
	1.567
	2.068
	73,1%

	Victim Frame
	12
	89
	234
	335
	11,8%

	Medical Frame
	5
	34
	156
	195
	6,9%

	Social Frame
	3
	32
	199
	234
	8,3%

	Total
	98
	578
	2.156
	2.832
	100%


Sumber: Analisis Konten Media Monitoring Sumatera Utara, 2024

Tabel 2 menunjukkan dominasi "Criminal Frame" dalam pemberitaan media tentang pengedar narkotika, yang mencapai 73,1% dari total pemberitaan. Frame kriminal ini cenderung menekankan aspek hukuman dan penegakan hukum, sementara frame lainnya seperti medical frame (6,9%) dan social frame (8,3%) mendapat porsi yang sangat terbatas. Pola ini dapat mempengaruhi persepsi publik yang cenderung melihat pengedar narkotika hanya dari perspektif kriminal tanpa mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, atau psikologis yang melatarbelakangi.

Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2025/PN Mdn menjadi kasus yang sangat relevan untuk dikaji karena menjadi salah satu kasus yang mendapat perhatian media yang signifikan di Sumatera Utara. Kasus ini melibatkan tindak pidana perdagangan narkotika yang proses peradilannya diliput secara intensif oleh berbagai media, mulai dari penangkapan, proses persidangan, hingga putusan akhir
. Intensitas pemberitaan media terhadap kasus ini memberikan kesempatan untuk menganalisis bagaimana media membentuk persepsi publik tentang pengedar narkotika dan bagaimana persepsi tersebut dapat mempengaruhi proses peradilan.

Dalam konteks media dan persepsi publik, terdapat beberapa fenomena yang perlu mendapat perhatian khusus. Pertama, fenomena "trial by media" di mana media massa dapat mempengaruhi opini publik sebelum proses peradilan selesai, yang berpotensi mempengaruhi independensi peradilan
. Kedua, fenomena "moral panic" di mana media dapat menciptakan ketakutan berlebihan dalam masyarakat tentang ancaman narkotika, yang dapat mempengaruhi proporsi respons penegakan hukum
.

Penelitian tentang peran media dalam pembentukan persepsi publik tentang pengedar narkotika menjadi semakin urgent mengingat dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan sosial. Persepsi publik yang terbentuk melalui media dapat mempengaruhi kebijakan penegakan hukum, dukungan masyarakat terhadap program rehabilitasi, dan bahkan dapat mempengaruhi proses reintegrasi sosial bagi mantan narapidana narkotika.

Dalam era post-truth dan disinformasi, kualitas pemberitaan media tentang tindak pidana narkotika menjadi semakin krusial. Media yang tidak akurat atau bias dapat menciptakan persepsi publik yang keliru tentang realitas masalah narkotika, efektivitas penegakan hukum, dan keadilan sistem peradilan
. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam tentang bagaimana media membingkai kasus- Pertama, media berperan sebagai sarana edukasi publik tentang bahaya narkotika. Melalui pemberitaan yang intensif tentang kasus-kasus pengedar narkotika, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dampak destruktif narkotika terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Pemberitaan tentang penangkapan dan pemidanaan pengedar narkotika dapat memberikan efek jera (deterrent effect) yang mencegah masyarakat untuk terlibat dalam peredaran narkotika.

Media berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial terhadap proses penegakan hukum. Transparansi yang diciptakan melalui pemberitaan media dapat mendorong aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Pengawasan media terhadap proses peradilan dapat meminimalkan potensi penyimpangan dan memastikan terwujudnya keadilan bagi semua pihak.

Pemberitaan media dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan narkotika. Informasi yang disebarkan media dapat mendorong masyarakat untuk lebih waspada terhadap aktivitas peredaran narkotika di lingkungannya dan berperan aktif dalam melaporkan dugaan tindak pidana narkotika kepada pihak berwenang. Hal ini sejalan dengan konsep community policing yang menekankan pentingnya kemitraan antara masyarakat dan aparat penegak hukum.

Media berperan dalam membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pengedar narkotika. Pemberitaan yang konsisten tentang ancaman pidana berat bagi pengedar narkotika dapat memperkuat legitimasi kebijakan pemberantasan narkotika dan membangun dukungan publik terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan pemerintah.

Kehadiran media dalam proses peradilan merupakan manifestasi dari prinsip keterbukaan peradilan (open court principle) yang menjadi salah satu pilar sistem peradilan yang demokratis. Akses media terhadap proses peradilan memungkinkan masyarakat untuk mengawasi jalannya peradilan dan memastikan bahwa keadilan tidak hanya dilakukan, tetapi juga terlihat dilakukan (justice must not only be done, but must also be seen to be done).

Fenomena trial by media atau peradilan oleh media dapat mengancam asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang merupakan hak fundamental setiap tersangka atau terdakwa. Pemberitaan yang cenderung menghakimi sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat menciptakan opini publik yang memvonis seseorang sebagai bersalah, sehingga berpotensi memengaruhi independensi dan objektivitas hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Dominasi criminal frame dalam pemberitaan media dapat menciptakan stigmatisasi yang berlebihan terhadap pengedar narkotika. Stigma sosial yang kuat dapat menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana narkotika yang telah menjalani hukuman, sehingga justru meningkatkan potensi residivisme. Hal ini bertentangan dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga rehabilitatif.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian mengenai peran media dalam pembentukan persepsi publik tentang pengedar narkotika dengan studi kasus Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2025/PN Mdn menjadi sangat relevan dan urgent untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian interdisipliner media-hukum, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pemberitaan media dan menjaga independensi peradilan dalam era digital.

Dari hasil penjabaran latar belakang diatas , penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan Judul : “PERAN MEDIA DALAM PEMBENTUKAN PERSEPSI PUBLIK TENTANG PENGEDAR NARKOTIKA Studi Kasus Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2025/PN Mdn“
B. 
Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran media massa dalam membentuk persepsi publik tentang pengedar narkotika melalui analisis framing dan agenda setting dalam kasus Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2025/PN Mdn?

2. Bagaimanakah dampak pemberitaan media terhadap proses peradilan dan independensi hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana narkotika pada kasus Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2025/PN Mdn?

3. Apakah terdapat korelasi antara intensitas dan jenis framing media dengan tingkat dukungan publik terhadap putusan pengadilan dalam kasus pengedar narkotika berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2025/PN Mdn?

4. Bagaimanakah model ideal peran media dalam memberitakan kasus tindak pidana narkotika untuk menciptakan keseimbangan antara hak publik atas informasi dengan perlindungan terhadap independensi peradilan?

C. 
Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran media massa dalam membentuk persepsi publik tentang pengedar narkotika melalui analisis framing dan agenda setting dalam kasus Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2025/PN Mdn.

2. Untuk mengevaluasi dampak pemberitaan media terhadap proses peradilan dan independensi hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana narkotika pada kasus Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2025/PN Mdn.

3. Untuk mengidentifikasi korelasi antara intensitas dan jenis framing media dengan tingkat dukungan publik terhadap putusan pengadilan dalam kasus pengedar narkotika berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2025/PN Mdn.

4. Untuk merumuskan model ideal peran media dalam memberitakan kasus tindak pidana narkotika yang dapat menciptakan keseimbangan antara hak publik atas informasi dengan perlindungan terhadap independensi peradilan.

D. 
Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu komunikasi dan ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang media studies dan criminal justice studies dengan pendekatan interdisipliner. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pustaka bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis peran media dalam sistem peradilan pidana, teori framing dalam konteks pemberitaan hukum, dan pengembangan model komunikasi hukum yang efektif. 

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

a. Bagi Akademisi

Sebagai sumber informasi untuk meningkatkan pemahaman tentang kompleksitas hubungan media dan sistem peradilan pidana, khususnya dalam konteks pemberitaan tindak pidana narkotika, serta sebagai bahan kajian untuk pengembangan metodologi penelitian interdisipliner yang dapat digunakan dalam penelitian-penelitian sejenis di bidang media studies, communication studies, dan legal studies.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai sumber informasi untuk meningkatkan literasi media masyarakat dalam memahami pemberitaan kasus hukum, mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap informasi media, dan memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara hak atas informasi dengan hak atas peradilan yang adil. Penelitian ini juga dapat membantu masyarakat memahami mekanisme pembentukan opini publik dan pentingnya berpartisipasi secara konstruktif dalam diskursus publik tentang sistem peradilan.

c. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan analitis dalam kajian interdisipliner media dan hukum dengan pendekatan metodologi campuran (mixed-method), serta menambah wawasan tentang teknik penelitian komunikasi massa, analisis konten media, dan pengukuran persepsi publik dalam konteks sistem peradilan pidana. Penelitian ini juga merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) guna meraih gelar Sarjana Hukum sesuai bidang studi yang ditempuh, dengan memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan komunikasi.
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